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BUPATI LAMANDAU 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai 
sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun 
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat ( 1 )  Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Renja 
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; 

1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18 ,  
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4180 ) ;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 

' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178 )  sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041 ) ;  

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6133) ,  

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178) ;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322 ) ;  

13 .  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10 ) ;  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
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Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 ) ;  

15 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;  

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ; 

17 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Maksimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419 ) ;  

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 
Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 34); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 102 ) ;  

2 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 ) ; 

22 .  Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2014 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Nomor 1 12 ) ; ) ;  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 1  Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2016 Nomor 145 , Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 
7 Tahun 2021  tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamandau Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 
2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Nomor 251 ) ;  

24. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 
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2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 
Nomor 873); 

25. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2024 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 
Nomor 932); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 
DAERAH TAHUN 2025. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
2. Bupati adalah Bupati Lamandau. 
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

4 . Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses 
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan 
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 
daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. 

5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 
2024-2026 atau 3 (tiga) tahun. 

6 .  Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 1 ( satu) tahun. 

7 . Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9 . Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang 
terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 

1 1 .  Kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang merupakan 
bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka 
mencapai hasil (outcome) suatu program. 
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12 .  Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan 
penggunaan sumber daya pembangunan. 

13 .  Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja 
kegiatan, program, sasaran dan tujuan dalam bentuk 
keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). 

14 .  Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang 
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya 
pembangunan agar hasil ( outcome) dapat terwujud. 

15 .  Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu 
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 
beberapa kegiatan dalam suatu program. 

16 .  Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa 
hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian 
hasil ( outcome) beberapa program. 

17.  Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya 
disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku 
kepentingan dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan daerah. 

18. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi 
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk 
merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan 
fungsi perangkat daerah. 

BAB II 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah yaitu: 
a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan 
kegiatan pembangunan; dan 

b. mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun 
berdasarkan capaian target indikator program yang telah 
ditetapkan. 

Pasal 3 

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah yaitu: 
a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 

2024-2026; 
b. sebagai pelaksana teknis kegiaan prioritas pembangunan 

daerah yang berpedoman pada RPD dan RKPD; 
c . mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi 

perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, 
wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan 

d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja 
perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator 
program yang telah ditetapkan. 
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Bagian Kedua 
Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 4 

( 1 )  Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RKPD 
yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta 
dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan 
program yang disusun dengan mempertimbangkan 
masukkan dan aspirasi dari pelaksanaan Forum Perangkat 
Daerah dan Musrenbang Daerah. 

(2) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman perangkat daerah 
dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 
2025. 

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintahan. 

BAB III 
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 5 

( 1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II : HASIL EV ALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU 
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 
BAB V : PENUTUP 

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  dilakukan perubahan apabila terjadi Perubahan RKPD. 

(3) Uraian sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) tertuang pada masing-masing Renja 
Perangkat Daerah. 

Pasal 6 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 
terdiri atas: 
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
b. Dinas Kesehatan; 
c. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau; 
d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 
e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
g. Dinas Sosial; 
h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
J .  Dinas Ketahanan Pangan; 
k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
n. Dinas Perhubungan; 
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o. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 
p. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian 

dan Perdagangan; 
q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 
r. Dinas Pemuda dan Olahraga; 
s. Dinas Perpustakaan dan Arsip; 
t. Dinas Pariwisata; 
u. Dinas Pertanian dan Perikanan; 
v. Sekretariat Daerah; 
w. Sekretariat DPRD; 
x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan; 
y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 
z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia; 
aa. Inspektorat; 
bb. Kecamatan Bulik; 
cc. Kecamatan Lamandau; 
dd. Kecamatan Bulik Timur; 
ee. Kecamatan Delang; 
ff. Kecamatan Sematu Jaya; 
gg. Kecamatan Menthobi Raya; 
hh. Kecamatan Belantikan Raya; 
ii. Kecamatan Batang Kawa; dan 
lJ.  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lamandau. 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal .[6 Juli 2024 

LILIS SURIANI 
: -  ...  -··•·· .. --:•� . · -- 

£  t  

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal &Juli 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

BERITA DAERA UPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 9@} 
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